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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program 
2.1.1 Pengertian Evaluasi 
Evaluasi merupakan bagian dari system manajemen yaitu 
perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa 
evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi 
tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Menurut 
pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk 
mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrument 
dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh 
kesimpulan”.26 
Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap 
pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan 
digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan 
pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih 
bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan 
dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi 
keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah 
perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu 
program. 
                                                             
26Yunanda, M. 2009. Evaluasi Pendidikan.Remaja rosdakarya. Bandung. Hlm.23 
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Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai 
secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan 
sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi 
umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan27. 
Dalam hal ini Yusuf menitikberatkan kajian evaluasi dari segi 
manajemin, dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau 
unsur manajemen, yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi social 
manajemen lainnya, yaitu perencanaan. 
Pemahaman mengenai pengertian evaluasi dapat berbeda-beda 
sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariatif oleh para pakar 
evaluasi. Menurut Stufflebeam dalam Lababa (2008), evaluasi adalah 
“the process of delineating, obtaining, and providing useful 
information for judging decision alternatives,” Artinya evaluasi 
merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menuajikan 
informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternative 
keputusan. Masih dalam Lababa, Worthen dan Sanders mendefinisikan 
“evaluasi sebagai usaha mencari sesuatu yang berharga (worth)28. 
Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang 
suatu program, produksi serta alternative prosedur tertentu. Tague-
Sutchlife mengartikan evaluasi sebagai “a systematic process of 
determining the extent to which instructional objective are achieved by 
                                                             
27Yusuf, Farida.2000. Evaluasi Program. Balai Pustaka. Jakarta. Hlm. 3 
28Lababa, Djunaidi.2008.Evaluasi Program. Sebuah Pengantar. Manado 
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pupils”29. Evaluasi bukan sekedar menilai aktivitas secara spontan dan 
incidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu 
secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. 
Dari definisi evaluasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk 
menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka 
pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu 
program. Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan 
dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan antara pengukuran 
dan penilaian saling berkaitan. 
Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu 
dengan atau atas dasar ukuran atau kriteria tertentu (meter, takaran, 
kilogram dan sebagainya), pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian 
berarti menilai sesuatu. Sedangkan menilai itu mengandung arti, 
mengambil keputusan terhadap sesuatu yang berdasarkan pada ukuran 
baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya 
dan penilaian bersifat kualitatif. 
Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Arikunto, 
bahwa mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran 
(bersifat kuantitatif), menilai adalah mengambil suatu keputusan 
                                                             
29Tague-Sutcliffe, J.M. (1996). Some Perspectives on the evaluation of information retrieval system. 
Journal of the American Society for indormation Science, 47(1), 1-3. 
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terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk (bersifat kualitatif), dan 
evaluasi meliputi kedua langkah tersebut diatas30 
Pendapat lain mengenai evaluasi disampaikan oleh Arikunto 
dan Cepi, bahwa  
“evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi 
tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut 
digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam mengambil 
sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah 
menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision 
maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan 
evaluasi yang telah dilakukan”31. 
 
Sedangkan Uzer mengatakan bahwa “evaluasi adalah suatu 
proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang 
berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang 
merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau 
keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternative-
alternatif itu harus diberi nilai relative, karenanya pemberian nilai itu 
harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi 
untuk proses pengambilan keputusan”32. Menurut Djaali dan Puji 
evaluasi dapat juga diartikan sebagai “proses menilai sesuatu 
berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya 
diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi”.33 
                                                             
30Arikunto,S.2009. Prosedur Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi 3. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 3 
31Arikunto dan Cepi Safruddin Jabar.2008. Evaluasi Program Pendidikan. Bumi Aksara. Jakarta. 
Hlm.2 
32Moh. Uzer Usman.2003. Menjadi Guru Profesional, cet ke I. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm. 
120 
33Djaali & Pudji Muljono.2008. Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan. PT Grasindo. Jakarta. Hlm. 1 
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Sedangkan Ahmad mengatakan bahwa “evaluasi diartikan 
sebagai proses untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, 
keputusan, unjuk kerja, proses, orang, obyek, dan lain-lain) 
berdasarkan kriteria tertentu melalui menilaian”34. 
Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah 
dikemukakan beberapa ahli diatas, dapat ditarik benang merah tentang 
evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh 
seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. 
Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampah atau hasil 
yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan 
ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan 
efesiensi. Efektifitas merupakan perbandingan antara output dan 
inputnya sedangkan efesiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk 
menghasilkan output lewat suatu proses. Jadi evaluasi bukan 
merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut 
senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang 
telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang 
dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula. 
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Evaluasi 
Setiap kegiatan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan, 
demikian juga dengan evaluasi. Ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan 
umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program 
                                                             
34Ahmad Rohani, 2004. Pengelolaan Pengajaran Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 133 
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secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada 
masing-masing komponen35. 
Tujuan atau fungsi evaluasi adalah : a) untuk mengetahui 
apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam 
kegiatan, b) untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap 
perilaku hasil, c) untuk mengetahui kemampuan dan menentukan 
kelayakan, 4) untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang 
dilakukan36. Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk 
memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat 
kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan 
data yang sistematis. 
2.1.3 Jenis-Jenis Evaluasi 
Jika dilihat dari pentahapannya, secara umum evaluasi dapat dibagi 
menjadi tiga jenis, yaitu: 
a. Evaluasi tahap perencanaan 
Yaitu evaluasi yang digunakan dalam tahap perencanaan untuk 
mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap 
berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian 
tujuan yang ditetapkan. 
b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan 
                                                             
35Arikunto S. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.Edisi Revisi 3. Rineka Cipta. 
Jakarta. Hlm.13 
36Crawford, John.2000. Evaluation of Libraries and Information Services, the Association for 
Information Management and Information Management International, Edisi 2, Aslib, London.Hlm.30 
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Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan 
analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan 
disbanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep 
menurut penelitian ini dengan monitoring.Evaluasi bertujuan 
terutama untuk mengetahui apakah yang ini dicapai sudah tepat 
dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai 
tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat 
pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa 
rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan 
evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai 
tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah 
pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah yang 
akan dipecahkan. 
c. Evaluasi pada tahap paska pelaksanaan 
Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang 
membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang 
dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan disbanding 
rencana tetapi hasil pelasanaan disbanding dengan rencana yakni 
apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan 
tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai37. 
 
                                                             
37Suharto, Edi.2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT Refika Pratama.Bandung. 
Hlm.12 
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2.1.4 Evaluasi Kebijakan 
  Evaluasi merupakan suatu mata rantai dari proses kebijakan 
public, James P. Lester dan Joseph Stewart menjelaskan, bahwa evaluasi 
kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu 
kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah 
dijalankan meraih dampah yang diinginkan38. Sehingga evaluasi 
kebijakan memiliki tugas untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi 
apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan 
dampak dan menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan 
berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 
  Menurut Briant & White dalam Samodra Wibawa, evaluasi 
kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan 
public dan implementasinya mendekati tujuan. Pengertian evaluasi 
kebijakan yang dikemukakan oleh Brian & White di atas, mengarahkan 
penilaian evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap implementasi, 
dan implementasi dapat dinilai sejauh mana dampak dan konsekuensi-
konsekuensi yang dihasilkan39. 
  Evalausi kebijakan menurut Willian Dunn menginformasikan 
bahwa evaluasi kebijakan tidk sekedar mengumpulkan informasi 
mengenai kebijakan yang dapat diantisipasi dan yang tidak dapat 
diantisipasi, tetapi evaluasi diarahkan untuk memberi informasi pada 
                                                             
38 Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan 
Negara, Edisi Kedua. PT Bumi Aksara. Jakarta hlm.23 
39 Wibawa,Samodra, et.al. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Rajawali Press. Jakarta hlm 63 
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masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan dating. Selain itu evaluasi 
kebijakan diarahkan untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program 
tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tinggi (atau rendah) bagi 
semua individu, kelompok dan masyarakat apabila adanya aksi-aksi 
yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. 
  Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-
kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator. 
Kriteria-kroteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah 
satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau 
gagal. 
  Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang 
meliputi 6 tipe sebagai berikut: 
a. Efektifitas (Effectiveness) 
Berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) 
yang diharapkan atau mencapau tujuan dari diadakannya tindakan. 
Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas 
teknis, selau diukur dari unit produk atau layanan atau nilai 
moneternya. 
b. Efesiensi (Effeciency) 
Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk 
meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efesiensi yang merupakan 
sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan 
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antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari 
ongkos moneter. 
c. Kecukupan (Adequacy) 
Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas 
memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan 
adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatna 
hubungan antara alternative kebijakan fan hasil yang diharapkan. 
d. Pemerataan/kesamaan (Equity) 
Indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial 
dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-
kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang 
berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya 
(misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha 
(misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan 
yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan 
pendidikan atau pelayanan public kadang-kadang direkomendasikan 
atas dasar kriteria kesamaan. 
e. Responsivitas (Responsiveness) 
Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan 
kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat 
tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang 
dapat memuaskan semua kriteria lainnya. Efektifitas, efesiensi, 
kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi 
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kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari 
adanya suatu kebijakan. 
f. Ketepatan (Appropriateness) 
Adalah kriteria keteparan secara dekat yang berhubungan dengan 
rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan 
kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua 
atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada 
nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya 
asumsi yang melandasi tujuan tersebut. 
 
 
2.1.5 Pengertian Evaluasi Program 
Evaluasi adalah bagian dari suatu penelitian. Evaluasi 
merupakan alat untuk menganalisis dan menilai fenomena dan aplikasi 
ilmu pengetahuan. Sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mandiri, 
ilmu evaluasi didukung oleh sejumlah teori. Evaluasi biasanya 
ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan guna di 
pertanggung jawabkan kepada yang berwenang. Evaluasi dapat 
melihat sejauhmana kesenjangan antara ekspekstasi dengan kenyataan. 
Menurut Anderson dalam Winarno, “secara umum evaluasi 
dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau 
 39 
 
penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan 
dampak pelaksanaan kebijakan tersebut”40. 
Dari pengertian evaluasi diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi 
adalah proses kegiatan pengukuran, menilai, menganalisis terhadap 
program atau kebijakan untuk menentukan hasil dari tujuan yang telah 
ditetapkan, sebagai pedoman pengambilan langkah dimasa yang akan 
datang. 
Ada beberapa pengertian tentang program. Program merupakan 
suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisikan kebijakan 
serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu 
tertentu. 
Program dapat dipahami dalam dua pengertian yaitu secara 
umum dan khusus. Pengertian program secara umum, dapat diartikan 
sebagai rencana atau ranangan kegiatan yang akan dilakukan oleh 
seseorang di kemudian hari. Sedangkan pengertian program secara 
khusus biasanya dikaitkan dengan evaluasi yang berarti suatu kesatuan 
atau unit kegiatan yang merupakan implementasi atau realisasi suatu 
kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi 
dalam satu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. 
Dari pengertian secara khusus ini, maka sebuah program 
adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara 
berkesinambungan dengan waktu pelaksanaan yang panjang. Selain 
                                                             
40Winarno, Budi 2008 Kebijakan Publik. PT Buku Kita. Jakarta. Hlm. 166 
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itu, sebuah program tidak hanya terdiri dari suatu kegiatan namun, 
merupakan suatu rangkaian kegiatan yang membentuk satu sistem 
yang saling terkait satu sama lain dengan melibatkan lebih dari satu 
orang untuk melaksanakannya. 
Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang 
dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. 
Ada beberapa pengertian tentang program. Dalam kamus (a) program 
adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan 
seksama. Melakukan evalusi program adalah kegiatan yang 
dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan 
dari kegiatan yang direncanakan41. 
Evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah 
tujuan pendidikan telah terealisasikan. Selanjutnya menurut Cronbach 
dan Stufflebeam yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi 
Safruddin Abdul Jabar, evaluasi program adalah upaya menyediakan 
informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan42. 
Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa 
evaluasi program merupakan proses pengumpulan data atau informasi 
yang ilmiah yang hasilnya dapat di gunakan sebagai bahan 
pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif 
kebijakan. Oleh karena itu, dalam keberhasilan suatu evaluasi program 
                                                             
41Arikunto, Suharsimi 1993 Manajemen Penelitian. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 297 
42Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar 2009 Evaluasi Program Pendidikan. Bumi 
Aksara. Jakarta, hlm. 5 
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ada dua konsep yang terdapat di dalamnya yaitu efektifitas dan 
efesiensi. Efektifitas adalah perbandingan antara output dan input 
sedangkan efesiensi merupakan taraf pendayagunaan input untuk 
menghasilkan output melalui suatu proses. 
Evaluasi program adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan 
harapan akan mendatangkan hasil atau manfaat. Evaluasi program 
dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh unsur-unsur 
implementasi program. Hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh 
mana program tersebut berhasil mencapai maksud pelaksanaan dari 
program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya evaluasi, 
program-program yang berjalan tersebut tidak dapat dilihat tingkat 
penapaian tujuannya. Keterlaksanaan (implementasi) program dalam 
pencapaian tujuannya dangat ditentukan oleh banyak faktor yang 
saling berkaitan. Hal ini menunjukan bahwa seluruh proses program 
adalah sebuah sistem, oleh karenanya dalam melaksanakan evaluasi 
perlu adanya pendekatan sistem dan berpikir secara sistematik. 
2.1.6 Tujuan Evaluasi Program 
Tujuan evaluasi program yaitu ingin mengetahui suatu kondisi, 
maka evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk 
penelitian evaluatif. Pada dasarnya penelitian evaluatif dimaksudkan 
untuk mengetahui akhir dari suatu kebijakan, dalam rangka 
menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan 
akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya. 
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Evaluasi program dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 
a) Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian 
tujuan suatu organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk 
pengembangan program yang sama ditempat lain. 
b) Mengambil keputusan mengenai keberlanjutan sebuah 
program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki 
atau dihentikan43. 
Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui sesuatu kondisi, 
maka evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk 
penelitian evaluative. Oleh karena itu, dalam suatu evaluasi program, 
pelaksana berfikir serta menentukan langkah bagaimana melaksanakan 
penelitian.  
Terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian dan 
evaluasi program adalah sebagai berikut: 
a) Dalam penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran 
mengenai sesuatu yang kemudian hasilnya 
dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program 
pelaksanaan ingin mengetahui seberapa tinggi kondisi 
kondisi atau mutu sesuatu dari hasil pelaksanaan 
                                                             
43Mulyatiningsih,Endang.2011.Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan. Alfabeta.Bandung. 
Hlm. 114-115 
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program, setelah data yang terkumpul dibandingkan 
dengan standar atau kriteria tertentu. 
b) Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh 
rumusan masalah karena ingin mengetahui jawaban 
dari penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi program 
pelaksanaan ingin mengetahui tingkat ketercapaian 
tujuan program, dan jika tujuan belum tercapai 
sebagaimana ditentukan, pelaksanaan ingin mengetahui 
letak kekurangannya serta penyebabnya. Setiap 
kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan tertentu, 
demikian juga dengan evaluasi44 
Dengan adanya uraian diatas, dapat dikatakan bahwa evaluasi 
program merupakan penelitian evaluative. Pada dasarnya penelitian 
evaluative dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari suatu kebijakan, 
dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang 
pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya. 
Suatu program harus senantiasa dievaluasi untuk melihat 
sejauh mana implementasi program tersebut telah berhasil mencapai 
tujuan pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Keefektifitasan program yang berjalan tidak dapat dilihat jika tidak 
dilakukan evaluasi program. Kerenanya, evaluasi program bertujuan 
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untuk menyediakan informasi dan data, serta rekomendasi bagi 
pengambil kebijakan (decision maker) untuk memutuskan apakah 
akan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah program. 
Jadi evaluasi program adalah upaya untuk mengukur ketercapaian 
program, yaitu mengukur sejauh mana sebuah kebijakan dan 
terimplementasikan. 
Evaluasi program dilakukan dengan cara yang sama dengan 
penelitian. Jadi, evaluasi program merupakan penelitian dengan ciri 
khusus, yaitu melihat keterlaksanaan program sebagai realisasi 
kebijakan, untuk menentukan tindak lanjut dari program yang 
dimaksud. Keduanya dimulai dari menentukan sasaran (variabel), 
kemudian membuat kisi-kisi, menyusun instrument, mengumpulkan 
data, analisis data, serta mengambil kesimpulan, yang membedakan 
adalah langkah akhirnya. Jika kesimpulan penelitian diikuti dengan 
saran maka evaluasi program selalu harus mengarah pada pengambilan 
keputusan, sehingga harus diakhiri dengan rekomendasi kepada 
pengambilan keputusan. 
 
2.2 Kota Tanpa Kumuh “Kotaku” 
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program 
pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional. 
Tindakan pencegahan kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan 
berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru. Tindakan 
 45 
 
pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian serta 
pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, peningkatan kualitas 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan 
melalui pola-pola penanganan, antara lain pemugaran, peremajaan, 
dan permukiman kembali.Sasaran program ini adalah tercapainya 
pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 %. Serta 
meningkatkan akses terhadapa infrastruktur dan pelayanan dasar di 
kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya 
permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.45 
Program yang dilaksanakan secara nasional di 269 
Kota/Kabupaten di 34 provinsi yang menjadi “platform” atau basis 
penanganankumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan 
sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, 
kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku 
kepentingan lainnya. 
KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu 
untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan 
berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan 
maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi 
masyarakat. 
KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang 
mendukung kawasan pemukiman kumuh yang dilakukan secara 
                                                             
45 Pedoman Umum, KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), (Direktorat Jendral Cipta Karya). Hlm. 8-9 
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bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas 
pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, 
perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat 
kota. 
Kegiatan yang dilakukan program KOTAKU terkait dengan 
pembangunan sarana dan prasarana lingkungan/infrastruktur dalam 
pembangunan tersebut harus bermanfaat langsung dalam 
penanggulangan lingkungan kumuh yang ada pada daerah-daerah kota. 
Dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan ada beberapa hal yang harus 
di perhatikan. Selain memanfaatkan dana Bantuan Langsung 
Masyarakat (BLM) sebagai stimulan, kegiatan lingkungan perlu 
didukung dengan swadaya masyarakat dan APBD. 
Swadaya yang diberikan tidak hanya berbentuk dana. Tenaga, 
konsumsi, lahan atau bahan bangunan juga merupakan bentuk 
swadaya yang bisa diberikan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat 
ini harus sudah ada sejak proses persiapan, pelaksanaan, pemanfaatan, 
serta pemeliharaan. Keswadayaan mutlah dibutuhkan dalam proses 
pembangunan lingkungan agar rasa memiliki masyarakat menjadi 
tinggi. 
Pembangunan prasarana dan sarana tidak hanya diperuntukan 
bagi segelintir pemanfaat. Namun harus bisa dirasakan masyarakat 
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luas, khususnya warga miskin. Dalam proses pelaksanaannya pun 
harus menjunjung tinggi nila transparansi.46 
Berdasarkan UU Nomor 1Tahun 2011 Pasal 95 tentang 
perumahan dan kawasan permukiman dijelaskan bahwa permukiman 
kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena 
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, 
dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak 
memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan 
yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 
Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai 
berikut: 
a. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman. 
b. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan 
memiliki kepadatan tinggi. 
c. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. 
Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan 
prasarana adalah sebagai berikut: 
- Jalan lingkungan 
- Drainase lingkungan 
- Penyediaan air bersih/minum 
- Pengelolaan persampahan 
                                                             
46Rohayati,Iroh.2001. Peduli untuk mandiri. Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta. Hlm.3 
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- Pengelolaan air limbah 
- Pengamanan kebakaran, dan 
- Ruang terbuka publik 
Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar 
perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses 
identifikasi lokasi permukiman kumuh dan perumahan kumuh. Selain 
karakteristik fisik, karaketeristik non fisik juga perlu diidentifikasi 
guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti 
perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha dan 
lain-lain.47 
Program Kotaku dilaksanakan di 271 Kabupaten/Kota di 34 
Provinsi di seluruh Indonesia. Cakupan lokasi program berdasarkan 
kategori kegiatan adalah sebagai berikut: 
a. Kegiatan peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan di 
seluruh kawasan teridentifikasi kumuh yang diusulkan 
Kabupaten/Kota. Khusus untuk perbaikan infrastruktur 
tingkat kota (infrastruktur primer dan sekunder), dukungan 
investasi dari pemerintah pusat hanya akan diberikan 
kepada Kabupaten/Kota terpilih, yang memenuhi kriteria 
tertentu. 
                                                             
47 Sinulingga, Budi D. 2005. Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal. Pustaka Sinar 
Harapan. Jakarta. Hlm.230 
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b. Kegiatan pencegahan kumuh dilaksanakan di seluruh 
kelurahan dana tau kawasan/kecamaran perkotaan diluar 
kelurahan/desa kawasan yang teridentifikasi kumuh 
termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan 
kumuh yang diidentifikasi pemerintah Kabupaten/Kota 
c. Kegiatan pengembangan pengidupan berkelanjutan 
dilakukan di semua lokasi peningkatan kualitas maupun 
pencegahan kumuh. 
Seleksesi Kabupaten/Kota untuk memperoleh dukungan 
investasi infrastruktur tangkat kota akan dipilih 
Kabupaten/Kota dari Kriteria karakteristik penduduk, luas 
permukiman kumuh, kebutuhan akses terhadap infrastruktur 
dasar dan pelayanan dasar dan komitmen pemerintah daerah 
untuk melaksanakan penanganan perumahan dan permukiman 
kumuh. 
Kegiatan peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman 
kumuh di tingkat kelurahan didukung oleh dana stimulant yang akan 
dialokasikan melalui Bantuan Dana Investasi (BDI) kolaborasi dan 
PLPBK. BDI kolaborasi diberikan kepada kabupaten/kota terpilih 
namun dana BDI dicairkan langsung ke kelurahan sesuai Petunjuk 
Teknis Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan Dana Investasi. Pemda 
dan masyarakat akan menyepakati kriteria untuk menentukan 
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Kelurahan yang akan menerima BDI kolaborasi. BDI Penataan 
Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) diberikan 
oleh pemerintah pusat kepada kelurahan terpilih yang memenuhi 
kriteria 
2.2.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat melalui Program “Kotaku” 
Secara konseptual pemberdayaan atau pemberdayakuasaan 
(empowerment) berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau 
keberdayaan).48 Pemberdayaan merupakan pola pembangunan yang 
berpusat pada rakyat dan ditujukan untuk membangun kemandirian 
masyarakat. Pemberdayaan memiliki relevansi pada dataran individual 
dan kelembagaan serta bisa berkaitan dengan masalah perekonomian, 
sosial, maupun politik. 
Kabeer memfokuskan definisi pemberdayaan pada tiga dimensi 
yang menentukan dalam menggunakan strategi pilihan pada kehidupan 
seseorang, yaitu (a) akses terhadap sumber daya, (b) agen, (c) hasil. 
Amartyn sen mendefinisikan pemberdayaan dengan menekankan 
pentingnya kebebasan hakiki dan kebebasan individual dalam memilih 
dan mendapatkan hasil yang berbeda-beda.49 
Dengan demikian, pemberdayaan adalah suatu proses dan 
tujuan. Sebagao proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan 
untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah 
                                                             
48 Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. PT. Refika Aditama, 
Bandung. Hlm.57 
49 Zubaedi, 2007. Wawancara Pembangunan Alternatif. Ar-ruzz Media, Yogyakarta. Hlm.97 
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dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami 
masalah kemiskinan. 
Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau 
hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu 
masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai 
pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 
baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki 
kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 
pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam 
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.50 
Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi 
secara terus-menerus, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola dan 
terorganisasi.51 Selanjutnya Soekanto menyatakan masyarakat 
merupakan suatu kelompok baik besar maupun kecil yang aggotanya 
hidup bersama sedemikian rupa sehingga mereka merasakan bahwa 
kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup 
yang utama. Kriteria yang utama bagi adanya suatu masyarakat adalah 
adanya sosial relationship antara anggota-anggota kelompok 
tersebut.52 
                                                             
50Suharto, Edi. Op.Cit, hlm. 59-60 
51 Soetomo. 2014. Pemberdayaan Masyarakat : Mungkinkah Muncul Antitesisnya. Pustaka Pelajar. 
Yogyakarta. Hlm.25 
52 Sjafari, Agus. & Sumaryo GS (ed). 2012. Pembangunan Masyarakat: Konsep dan Implementasi di 
Era Otonomi Daerah. FISIPUntirta Press. Serang. Hlm.6 
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Pemberdayaan berujuk pada kemampuan orang, khususnya 
kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau 
kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga 
mereka memiliki kebebasan (freedom) dalam arti bukan saja bebas 
mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas danri 
kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber 
produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatnya 
dan memperoleh barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) 
berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan 
yang mempengaruhi mereka. 
Suharto, mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari 
tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan, yaitu:53 
a. Pemberdayaan betujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-
orang yang lemah atau tidak beruntung 
b. Pemberdayaan adalah sebuah proses di mana orang menjadi 
cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan 
atas, dan mampu mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian 
serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. 
Pemberdayaan masyarakat menekankan bahwa orang yang 
memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang 
cukup untuk mempengaruhi kehidupan dan kehidupan orang lain 
yang menjadi perhatiannya 
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c. Pemberdayaan merujuk pada usaha pengalokasian kembali 
kekuasaan melalui perubahan struktur sosial 
d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, 
dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa 
atas kehidupannya). 
2.2.2 Strategi Pelaksanaan Program “KOTAKU” 
Strategi pendamping kotaku meliputi; penyusunan Raperda 
tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh, pendamping penyusunan rencana pencegahan 
dan peningkatan kualitas perumahan kumuh perkotaan, keterpaduan 
penanganan permukiman kumuh perkotaan Kementerian PUPR di 30 
Kabupaten/Kota lokasi prioritas keterpaduan, program penanganan 
kumuh berbasis masyarakat dengan revitalisasi BKM dan 
penanggulangan kemiskinan ke penanganan kumuh (KOTAKU). 
Perubahan peran BKM ini dari kondisi awal, dimana BKM 
berorientasi pada penanggulangan kemiskinan, hanya mengelola dana 
BLM, menyusun PJM Pronangkis dan melaksanakan kegiatan 
infrastruktur, sosial dan ekonomi menjadi berorientasi kepada 
penanganan kumuh, menyusun Rencana Penataan Lingkungan 
Permukiman (RPLP) membangun infrastruktur permukiman yang 
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berskala lingkungan, dan menjaga kualitas permukiman yang 
didukung oleh perubahan perilaku masyarakat.54 
Pemberdayaan melalui program KOTAKU yang diberikan oleh 
pemerintah berupa pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, 
untuk itu masyarakat dilibatkan secara aktif melihat pemasalahan yang 
sedang terjadi. Keterlibatan masyarakat dalam program KOTAKU 
sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan, 
masyarakat di libatkan secara aktif dimulai dari tahap persiapan, 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta sampai pemanfaatan dan 
pemeliharaan pembangunan. 
2.2.3 Tujuan Program KOTAKU 
Tujuan program KOTAKU adalah untuk meningkatkan akses 
terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh 
perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang 
layak huni, produktif dan berkelanjutan. 
Pencapaian tujuan program diukur dengan merumuskan 
indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan 
berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu pengentasan permukiman 
                                                             
54Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan, 
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kumuh perkotaan. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan 
indikator, sebagai berikut:55 
a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap insfrastruktur dan 
pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan kriteria 
kumuh yang ditetapkan 
b. Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur 
dan pelayanan perkotaan yang lebih baik 
c. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu pokja PKP di 
tingkat Kota/Kabupaten untuk mendukung program KOTAKU 
d. Penerima pemanfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan 
pelayanan perkotaan di kawasan kumuh. 
2.3 Swakelola Pembangunan Berbasis Masyarakat 
2.3.1 Konsep Dasar Pembangunan Berbasis Masyarakat 
Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana dapat 
diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan 
masyarakat, direncanakan, dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan 
sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya (alam, manusia, 
kelembagaan, nilai-nilai sosial budaya, dan lain-lain) yang ada dan 
dapat diakses oleh masyarakat setempat. 
Pembangunan berbasis masyarakat menciptakan masyarakat 
berdaya dan berbudaya. Keberdayaan memungkinkan suatu 
masyarakat bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai 
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kemajuan. Sebagian besar masyarakat berdaya adalah individunya 
memiliki kesehatan fisik, mental, terdidik, kuat dan berbudaya. 
Pemberdayaan ini merupakan sarana ampuh untuk keluar dari 
kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan menuju kesejahteraan 
bersama. 
Karena itu, pembangunan berbasis masyarakat seharusnya 
pembangunan berangkat dari kebutuhan masyarakat dan bukannya 
dirumuskan oleh “orang luar” atau elit masyarakat yang merasa tahu 
dan lebih pandai untuk merumuskan pembangunan yang cocok bagi 
masyarakat. Pembangunan berbasis masyarakat, berarti pembangunan 
harus berbasis pada sumber daya lokal, berbasis pada modal sosial, 
berbasis pada budaya lokal, menghormati atau berbasis pada kearifan 
lokal, dan berbasis pada modal spiritual yang dimiliki dan atau 
diyakini oleh masyarakat setempat.56 
Dari gambaran mengenai pemberdayaan dan partisipasi, maka 
terlihat dengan jelas bagaimana pembangunan berbasis masyarakat 
berupaya memaksimalkan peran individu-individu dalam masyarakat 
guna mengangkat kehidupan mereka sendiri. Hal ini sangat penting, 
karena kesejahteraan masyarakat  tidak dapat dicapai jika hanya 
bergantung pada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saja, 
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masyarakat juga harus terlibat aktif di dalam usaha pembangunan yang 
dilakukan. 
Keunggulan pembangunan berbasis masyarakat adalah adanya 
kesadaran dari masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka di 
dalam pembangunan. Kesadaran merupakan kunci utama dari suatu 
tindakan yang sistematis dan rasional yang dilakukan oleh masyarakat. 
Setidaknya dari kesadaran ini dapat terbentuk konsep pemikiran 
masyarakat mengenai hak asasi, terkait keadilan dan kepastian hukum 
dalam proses pembangunan yang tengah berlangsung57. Selain itu, 
kesadaran juga membuat masyarakat memahami karakteristik mereka 
seperti apa, terkait geografis daerah lingkungan mereka, agar teknologi 
yang diberdayakan kepada masyarakat menjadi tepat guna. Hasil yang 
diharapkan selain kesejahteraan masyarakat yang dituju berhasil, 
tentunya pelestarian lingkungan ekologi juga terjaga58 
2.3.2 Pengertian Pembangunan Berbasis Masyarakat 
Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah 
kata benda netral yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha 
untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur 
masyarakat, dan sebagainya. Pengertian tentang pembangunan 
berbasis masyarakat adalah upaya yang dilakukan pemerintah bersama 
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dengan warga masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan 
di pimpin oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang 
terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan dan memecahkan masalah-
masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu 
hidup, kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang 
merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.59 
Hartoyo menyatakan, pembangunan berbasis masyarakat 
adalah suatu gerakan untuk menciptakan tingkat kehidupan yang lebih 
baik bagi seluruh warga masyarakat dengan melibatkan peran serta 
dari mereka. Dengan adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
seluruh anggota masyarakat dan kegiatan tersebut mempunyai tujuan, 
yaitu menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik jika dibanding 
dengan keadaan sebelumnya, kegiatan tersebut sangat diperlukan 
peran nyata dari seluruh anggota masyarakat.60 
Swakelola Pembangunan berbasis masyarakat memiliki pola 3-
7-10 yaitu61: 
a. Tiga Hakekat Pemberdayaan Masyarakat 
- Pengembangan kemampuan dan kemandirian 
- Mendayagunakan segala potensi dan sumber daya 
- Mempertahankan & meningkatkan taraf kehidupan 
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b. Dalam Mendesain Program pemberdayaan masyarakat harus 
memperhatikan 7 (tujuh) Prinsip : 
- Kesesuaian masalah, kebutuhan dan kondisi masyarakat 
- Bermanfaat langsung bagi masyarakat 
- Pendayagunaan segala potensi dan sumber daya setempat 
- Keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan 
pengelolaan dan hasilnya 
- Keserasian, keselarasan dan keterpaduan antara kegiatan 
yang ada kaitannya 
- Berkesinambungan dan berkelanjutan dari proses dan hasil 
setiap kegiatan 
- Partisipasi masyarakat dan pihak-pihak yang berkaitan 
c. Dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat, 
diharapkan melalui 10 langkah keswadayaan sebagai berikut: 
- Penyiapan diri pelaku (LPMK dan LK yang lain) 
- Pendataan umum dan prioritas lokasi garapan 
- Penyiapan masyarakat 
- Pendataan bersama masyarakat 
- Perencanaan pembangunan bersama masyarakat 
- Penyusunan rencana pembangunan tingkat Desa/Kelurahan 
(Musyawarah Pembangunan) 
- Pengorganisasian & penggerakan swadaya gotong royong 
- Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan 
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- Penilaian dan pelaporan keberhasilan pembangunan 
- Tindak lanjut hasil pembangunan 
Apabila dilihat dari manajemen, kesepuluh langkah tersebut 
terbagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu Tahap Persiapan 
(langkah 1-3). Tahap Perencanaan (langkah 4-6), Tahap 
Pelaksanaan (langkah 7 dan 8) serta Tahap Penilaian dan 
Tindak Lanjut (langkah 9 dan 10). 
2.4 Partisipasi Masyarakat 
2.4.1 Urgensi Partisipasi Masyarakat 
Kunci pertama keberhasilan program eksternal atau program 
dari pemerintah maupun lembaga pemberdayaan masyarakat 
lainnya adalah adanya partisipasi masyarakat. Soetomo 
menyatakan bahwa bagaimana diketahui, pembangunan pada 
dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk 
perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan 
perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik 
secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu 
perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut62. 
Perubahan dalam hal ini berubah menjadi sikap dan perilaku 
yang lebih peduli dengan pembangunan. 
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Menurut Isbandi Rukminto bahwa melibatkan masyarakat 
dalam setiap tahap pembangunan akan menghilangkan 
depedensi (ketergantungan) masyarakat pada program 
pembangunan dari pemerintah, jika masyarakat tidak 
dilibatkan dalam berbagai tahap dan hanya bersifat pasif dalam 
setiap perubahan yang direncanakan oleh pelaku perubahan 
(misalnya, pihak lembaga pemerintah, LSM maupun sektor 
swasta), masyarakat cenderung akan menjadi dependent 
(tergantung) pada pelaku perubahan. Masyarakat yang bersifat 
tergantung hanya akan melakukan aktivitas pembangunan 
selama ada program dari pemerintah dan ada intruksi dari atas, 
begitu program berhenti, kegiatan juga akan berhenti63. 
Maksudnya adalah semakin tinggi partisipasi, semakin rendah 
ketergantungan masyarakatnya. Sehingga semakin tinggi 
keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan 
semakin menjadikan masyarakat mandiri terhadap 
pembangunan. 
Selanjutnya, Isbandi Rukminto menyatakan bahwa partisipasi 
digunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan 
(empowering process). Dalam hal ini, partisipasi dimaknai 
sebagai suatu proses yang memampukan masyarakat lokal 
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untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan 
bagaimana cara mengatasinya. Mendapatkan rasa percaya diri 
untuk mengatasi masalah mengambil keputusan sendiri tentang 
alternatif pemecahan masalah yang ingin mereka pilih64. 
Oleh karena itu partisipasi kaitannya erat dengan proses 
pemberdayaan masyarakat, karena dengan partisipasi maka 
masyarakat bersama-sama untuk turut serta dalam 
pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan 
alternatif pemecahan masalah serta pelaksanaan kegiatan. Hal 
ini karena program yang tidak berorientasi pada pemberdayaan 
masyarakat tidak akan menghasilkan keberlanjutan, tetapi 
justru menimbulkan ketergantungan yang justru mencerminkan 
ketidakberdayaan65 
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